BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016

4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan daerah Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 disusun dengan perpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018, dengan menetapkan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Banyumas Yang Bersih Dan adil Menuju Masyarakat Yang sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa”.
Makna yang termuat dalam Visi pembangunan Kabupaten Banyumas jangka menengah tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Pemerintahan yang bersih, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) ditandai pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat.

Pemerintahan yang adil berarti pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai  pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan.Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman.

Masyarakat yang sejahtera  menurut Joseph Murphy pada bukunya "Think Yourself Rich" dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat  tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya
Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saingdapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi. 

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.
Berlandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten  Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama.

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance,yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan.Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau Good and Clean Governance, maka penyelengaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama  keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. 

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksa​nakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman,  terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap  obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk.
3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah
Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius. 

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif.Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki multiplier efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian maupun sektor lain, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah. 

Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar  domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat. 

Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya kelembagaan ekonomi yang belum mampu untuk menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam. 
6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan
Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokkan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu.

Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerahyang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam  pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa
Dalam  era globalisasi  ini  kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang  kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat.

Hal ini merupakan  suatu ancaman  dan tantangan yang  berat untuk mempertahankan nilai-nilai  seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah  masyarakat yang semakin mengglobal adalah  lunturnya  nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan  mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta  kearifan lokal.

Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki. 

Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.
Wujud nyata dari tercapainya misi tersebut adalah terciptanya masyarakat dan generasi muda yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan dan menjunjung tinggi kemajemukan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif ditandai dari terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan hidup toleran.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. 
Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah berpedoman kepada visi yang telah ditetapkan.

2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.  Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal  sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan.

2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran

3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan

4. Memenuhi kriteria SMART.
Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1 :  Menciptakan  birokrasi  pemerintahan   yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat, dijabarkan melalui tujuan :

a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

2) Meningkatnya kualitas SDM aparatur

3) Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah : 

Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

2) Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

3) Meningkatnya pelayanan bidang informasi dan komunikasi

4) Meningkatnya pelayanan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi.

2. MISI 2 :  Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, dijabarkan melalui tujuan:

a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat.

2) Meningkatnya kualitas anak didik.

3) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

3. MISI 3 :  Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah, dijabarkan melalui tujuan:

a. Peningkatan peran sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan. 

2) Meningkatnya ketahanan pangan.

3) Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

b. Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kinerja sektor pariwisata.

2) Meningkatnya pertumbuhan sektor industri.

3) Meningkatnya pertumbuhan sektor  perdagangan.

4) Meningkatnya perlindungan terhadap ketenagakerjaan.

5) Meningkatnya kinerja sektor keuangan dan sektor ekonomi lainnya.

6) Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.

4. MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dijabarkan melalui tujuan:

a. Peningkatan peran serta sektor agribisnis dalam pertumbuhan perekonomian, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya inovasi terhadap produk-produk agribisnis.

2) Meningkatnya perluasan jaringan pemasaran produk agribisnis.

b. Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM, sasaran yang hendak dicapai adalah : 

Meningkatnya kapasitas koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan.

5. MISI 5 :  Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dijabarkan melalui tujuan:

a. Peningkatan ketersediaan kualitas dan kuantitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah

2) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman

3) Meningkatnya pelayanan sektor perhubungan

4) Meningkatnya ketersediaan perumahan layak huni.

b. Pewujudan pembangunan berwawasan lingkungan, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2) Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup

3) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. MISI 6 :  Menciptakan  keterkaitan,  kesejajaran  dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan, dijabarkan melalui tujuan :

a. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa

2) Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan

b. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis, sasaran yang hendak dicapai adalah : 

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis.

c. Pewujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, sasaran yang hendak dicapai adalah:

1) Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat

2) Meningkatnya penanganan bencana

3) Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak.

4) Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.

7. Misi 7 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa, dijabarkan melalui tujuan :

a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kerukunan hidup beragama.

2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Peningkatan pelestarian seni dan budaya tradisonal, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal.

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya.

c. Pengembangan potensi pemuda dan olah raga, sasaran yang hendak dicapai adalah, meningkatnya generasi muda bertakwa serta meningkatnya prestasi olahraga.

Tabel 4.1. 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan 

Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

Visi  : Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa.

	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	1.
	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani  masyarakat
	1.1
	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik
	1.1.1
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah



	
	
	
	
	1.1.2
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur



	
	
	
	
	1.1.3
	Meningkatnya pengawa san penyelenggaraan pemerintahan



	
	
	
	
	1.1.4
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan



	
	
	1.2
	Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
	1.2.1
	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah



	
	
	1.3
	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	1.3.1
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan



	
	
	
	
	1.3.2
	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan.



	
	
	
	
	1.3.3
	Meningkatnya pelayanan bidang informasi dan komunikasi



	
	
	
	
	1.3.4
	Meningkatnya pelayanan terhadap tenaga kerja dan transmigrasi




	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	2.
	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas 
	2.1
	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan 
	2.1.1
	Meningkatnya akses pendidikan dalam masyarakat

	
	
	
	
	2.1.2
	Meningkatnya kualitas anak didik

	
	
	
	
	2.1.3
	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

	
	
	2.2
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	2.2.1
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat


	
	
	
	
	2.2.2
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat



	3.
	Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah
	3.1
	Peningkatan peran sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
	3.1.1
	Meningkatnya produktivitas pertanian,  perikanan dan kehutanan



	
	
	
	
	3.1.2
	Meningkatnya ketahanan pangan



	
	
	
	
	3.1.3
	Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian



	
	
	3.2
	Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah
	3.2.1
	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata



	
	
	
	
	3.2.2
	Meningkatnya partumbuhan sektor industri


	
	
	
	
	3.2.3
	Meningkatnya partumbuhan sektor  perdagangan


	
	
	
	
	3.2.4
	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja


	
	
	
	
	3.2.5
	Meningkatnya kinerja sektor keuangan dan sektor ekonomi lainnya

	
	
	
	
	3.2.6
	Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.


	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	4
	Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
	4.1
	Peningkatan peran serta sektor agribisnis dalam pertumbuhan perekonomian
	4.1.1
	Meningkatnya inovasi terhadap produk agribisnis



	
	
	
	
	4.1.2
	Meningkatnya perluasan jaringan pemasaran produk agribisnis



	
	
	4.2
	Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM
	4.2.1
	Meningkatnya kapasitas koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan



	5.
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
	5.1
	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	5.1.1
	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur daerah



	
	
	
	
	5.1.2
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman



	
	
	
	
	5.1.3
	Meningkatnya pelayanan sektor perhubungan



	
	
	
	
	5.1.4
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni



	
	
	5.2
	Pewujudan pembangunan berwawasan lingkungan
	5.2.1
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup



	
	
	
	
	5.2.2
	Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup



	
	
	
	
	5.2.3
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan




	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	6.
	Menciptakan keter-kaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan.
	6.1
	Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial
	6.1.1
	Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa

	
	
	
	
	6.1.2
	Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan

	
	
	6.2
	Peningkatan peñataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis
	6.2.1
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis

	
	
	6.3
	Pewujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat
	6.3.1
	Meningkatnya kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat

	
	
	
	
	6.3.2
	Meningkatnya penanganan bencana

	
	
	
	
	6.3.3
	Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak

	
	
	
	
	6.3.4
	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk

	7.
	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berke-pribadian dan me-miliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa.
	7.1
	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan
	7.1.1
	Meningkatnya kerukunan hidup beragama

	
	
	
	
	7.1.2
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

	
	
	
	
	7.1.3
	Mewujudkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat

	
	
	7.2
	Peningkatan pelestarian seni dan budaya tradisonal
	7.2.1
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal

	
	
	
	
	7.2.2
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya

	
	
	7.3
	Mengembangkan potensi pemuda dan olah raga
	7.3.1
	Meningkatnya generasi muda bertakwa serta meningkatnya prestasi olahraga


4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016
Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 merupakan tahun ke 3, dan merupakan keberlanjutan dari fokus tahun sebelumnya. Selain merupakan penjabaran RPJMD, pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016
a. Pokok – Pokok Pikiran RKPD

Pokok - pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu landasan penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2016. Pokok- pokok pikiran dimaksud yang harus mendapat perhatian dari eksekutif guna mengakomodir dalam RKPD tahun 2016, mencakup :

1. Bidang Infrastruktur

2. Bidang Pemerintahan

3. Bidang Perekonomian

4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

5. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6. Bantuan Keuangan

b. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional   tahun   2015-2019.   Visi   tersebut   adalah   “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan  keamanan  nasional  yang  mampu  menjaga  kedaulatan wilayah,
  menopang   kemandirian   ekonomi   dengan   mengamankan sumber
daya  maritim,  dan  mencerminkan  kepribadian  Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan  masyarakat  maju,  berkeseimbangan,  dan  demokratis berlandaskan negara hukum;

3. 
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. 
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. 
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. 
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh seluruh warga Negara,  dengan agenda prioritas :

· Politik luar negeri bebas aktif;

· Melindungi hak dan keselamatan warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran;

· Kedaulatan Maritim

· Meningkatkan anggaran  pertahanan 1,5% dari GDP dalam 5 tahun ke depan;

· Mengembangan industri pertanahan nasional;

· Menjamin rasa aman bernegara dengan membangun Polri yang profesional

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih , efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan agenda prioritas :

· Memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan;

· Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;

· Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas – tugas kepresidenan secara lebih efektif;

· Membangun transparansi tata kelola pemerintahan;

· Menjalankan reformasi birokrasi

· Membuka partisipasi publik. 

3. Membangun Indonesia  dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan, dengan agenda prioritas : 

· Desentrasi asimetris

· Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan;

· Penataan daerah otonom untuk kesejahteraan rakyat;

· Implemntasi UU Desa

4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakanhukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan agenda prioritas :

· Membangun politik legislasi yang kuat : pemberantasan korupsi, penegakan hak, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hokum;

· Memperkuat kovisi pemberantasan korupsi (KPK)

· Memberantas Mafia Peradilan;

· Pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang;

· Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah;

· Melindungi anak, perempuandan kelompok masyarakat marjinal;

· Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadapkasus-kasus pelanggara HAM pada masa lalu

· Pembangunan budaya hukum. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dengan agenda prioritas :

· Program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan;

· Program Kartu “ Indonesia Sehat” melalui layanan kesehatan masyarakat;

· Program “Indonesia Kerja” dan Indonesia Sejahtera” melalui reformasi agrarian 9 juta Ha untuk rakyat tani dan buruh tani, umahsusun bersubsidi dan jaminan sosial

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan agenda prioritas :

· Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang se kurang-kurangnya 2000 km;

· Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama;

· Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama

· Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industry baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya;

· Membangun sekurang-kurangnya 5000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada;

· Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari

· Membangun sejumlah science and teknopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan sarana prasarana dengan teknologi terkini

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.

· Membangun kedaulatan pangan

· Mewujudkan kedaulatan energi

· Mewujudkan kedaulatan keuangan

· Mendirikan bank petani/nelayandan UMKMtermasuk gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di setiap sentra produksi tani/nelayan

· Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan system inovasi nasional.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

· Membangun pendidikan kewarganegaraan

· Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional

· Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil

· Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi

· Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang IPTEK.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan emperkuat restorasi sosial Indonesia.

· Memperkuat pendidikan ke-Bhinenka-an dan menciptakan ruang – ruang dialog antar warga

· Restorasi social untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga

· Membangun kembali gotong – royong sebagaimodalsosial melalui rekonstruksi social

· Mengembangan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan.

· Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya 

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi  pembangunan  manusia  meliputi  pendidikan,  kesehatan, perumahan, mental/karakter;

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;

3. Dimensi   pemerataan   dan   kewilayahan   yaitu   antar   kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan  hukum,  keamanan  dan  ketertiban,  politik  dan  demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Untuk tercapainya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD Tahun 2016 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (Sembilan) agenda Nawa Cita Jokowi-JK dalam tahun 2016 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019, dengan skala prioritas sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan social, serta pembentukan mental / karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air serta semangat bela Negara.

2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agrarian, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera.

3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.

4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritime, energy, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.

5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1.  Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;

2.  Laju inflasi sebesar 3,5%;

3.  PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;

4.  Indeks Gini sebesar 0,36;

5.  Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 - 8,0%;

6.  Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) sebesar 76,3;

7.  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0 – 5,0%.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2016 merupakan tahun kedua  dari  RPJMN  Tahun  2015-2019.  dilaksanakan  dalam  rangka ”Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan  salah  satu  prasyarat  utama  yang  harus  dilakukan  dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial secara luas dan sasaran wilayah dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan.

Guna mewujudkan sasaran pembangunan nasional, dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah tersebut, maka dalam RPJMN Tahun 2015-2019 ditetapkan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2016 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7%;

2. Tingkat kemiskinan sebesar 12,2%;

3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,2%.

c.  Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2016

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun2016     ditujukan     untuk     “Meningkatkan     Kesejahteraan     dan Perekonomian  Masyarakat  Didukung  Infrastruktur  yang  Semakin Mantap”.
Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tahun 2016 tersebut, ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2016, meliputi :

1. Percepatan   pengurangan   kemiskinan   dan    pengangguran  berdimensi kewilayahan;

2. Peningkatan   perekonomian   daerah   berbasis  potensi  unggulan daerah;

3. Peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  perluasan  cakupan layanan sosial dasar;

4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah;

5. Peningkatan   pengendalian   pemanfaatan   ruang  dalam   upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana;

6. Peningkatan    pelayanan    publik,    penyelenggaraan    tata    kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 diarahkan   terutama   untuk   mendukung   upaya   pengurangan   angka kemiskinan dan pengangguran melalui upaya peningkatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah yang fokusnya pada sektor pertanian, KUMKM,  dan  pariwisata  yang  menjadi  sektor unggulan  Jawa  Tengah. Selain itu juga didukung dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan sosial dasar terutama untuk mendukung pengurangan beban pengeluaran pokok masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung pula dengan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur, serta pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keseluruhan upaya tersebut akan berhasil, apabila dilaksanakan oleh birokrasi yang baik dan bersih, sehingga perlu untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan,  pelayanan  publik,  dan kondusivitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, program-program pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2016 difokuskan utamanya pada upaya strategi: 1) pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, 2) pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di desa miskin, 3) pembangunan irigasi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan di Jawa Tengah, 4) promosi dan pelayanan investasi, 5) peningkatan kualitas SDM terutama pendidikan dan kesehatan masyarakat, 6) penanganan masalah kesehatan terutama melalui paket sehat serta penanganan AKI dan AKB, 7) penanganan jalan dan jembatan untuk mendukung cita-cita “Jawa Tengah tanpa lubang dan ruas tuntas”,8) penanganan lahan kritis, serta 9) reformasi birokrasi.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan  pengurangan  kemiskinan  dan  pengangguran  berdimensi kewilayahan, difokuskan pada :

a.
Pengurangan  beban  pengeluaran  dan  peningkatan  pendapatan masyarakat
 miskin   melalui   peningkatan   layanan   dasar   bagi masyarakat
 miskin,  lanjut  usia,  PMKS  termasuk  penyandang disabilitas,
perempuan,   anak   dan   kelompok   marjinal   yang mencakup pendidikan (beasiswa miskin untuk siswa SDLB, dan SMA/SMK/MA), hunian layak, kesehatan (cakupan jaminan kesehatan non kuota), air bersih, sanitasi, penyediaan bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan;

b.  Perluasan  intervensi  program/kegiatan  sektoral  yang  mengarah pada
upaya   penanggulangan   kemiskinan   disertai   penguatan kelembagaan
dan   sinkronisasi/harmonisasi   kebijakan   antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

c.
Peningkatan   kerjasama   yang   melibatkan   dunia   usaha   dan perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

d. Peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;

e.
Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja melalui penyusunan
standar    baku    lembaga    pelatihan,    sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja, peningkatan jumlah, kapasitas assessor kompetensi dan revitalisasi BLK;

f.
Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi;

g.
Perbaikan   iklim   ketenagakerjaan   dan   penguatan   hubungan industrial;

2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, dengan fokus :

a.
Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui optimalisasi   penerapan   Sapta   Usaha   Tani   didukung pemanfaatan teknologi  dan  modernisasi  alat  mesin  pertanian; peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani; peningkatan
nilai tambah  dan  daya  saing  produk  pertanian; peningkatan
 aksesibilitas petani   terhadap   teknologi,   sumber- sumber pembiayaan, informasi dan akses pasar; revitalisasi lahan pertanian non produktif; serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian;

b. 
Peningkatan kinerja layanan dan pengembangan serta optimalisasi kualitas rehabilitasi/pemeliharaan   jaringan   irigasi   dan   irigasi partisipatif
serta   peningkatan ketersediaan air baku dengan pembangunan  dan  rehabitasi  waduk, embung dan tampungan lainnya, percepatan realisasi pelaksanaan dari kerjasama pembangunan waduk dan irigasi (diantaranya Waduk Logung Kudus, Waduk Pidekso Wonogiri, Waduk Gondang Karanganyar, Waduk Matenggeng Cilacap, Waduk Bener Purworejo, Waduk Kuningan Brebes, Embung Wisnu, DI Progopistan, DI Cikawung, DI Bedegolan), dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;

c.
Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan melalui peningkatan akses dan sarana prasarana serta infrastruktur produksi perikanan; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM serta penguatan kelembagaan nelayan;  penerapan teknologi tepat guna dan alat tangkap yang ramah lingkungan; peningkatan daya saing produk perikanan dengan   penerapan   sertifikasi hasil tangkapan; pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis potensi
perikanan lokal; revitalisasi pelabuhan-pelabuhan perikanan dan tambak yang kurang berkembang; peningkatan asksesibilitas nelayan terhadap sumber pembiayaan, informasi dan akses pasar termasuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar melalui implementasi kartu BBM nelayan; pengendalian illegal, unregulated and unreported fishing; serta dukungan pengaturan penangkapan di kawasan overfishing;

d. 
Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;

e.  
Peningkatan diversifikasi, mutu dan keamanan pangan;

f.
Peningkatan  kapasitas  dan  produktivitas  koperasi  dan  UMKM melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk KUMKM sesuai dengan potensi lokal didukung dengan penerapan inovasi, kreativitas dan teknologi tepat guna; perluasan akses terhadap modal dan jangkauan pemasaran; perlindungan terhadap produk KUMKM; peningkatan kapasitas SDM KUMKM; serta penguatan kelembagaan KUMKM;

g.
Pembinaan  industri  kecil  dan  menengah  melalui  pengembangan klaster  industri;  peningkatan  penguasaan teknologi  dan  inovasi; peningkatan kualitas SDM industri; serta perluasan akses permodalan dan jejaring pasar;

h. 
Pengembangan daya tarik wisata melalui pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya lokal, peningkatan daya saing daerah tujuan  wisata, promosi pariwisata, peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders pariwisata dalam pembangunan industri wisata,  pengembangan  ekonomi  kreatif berbasis  wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan, dan pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata Pakudjembara (Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora dan Demak), serta pengembangan   kawasan Wanawisata Penggaron;
i.
Peningkatan kapasitas perekonomian desa melalui pendayagunaan sumber daya desa, serta penguatan dan optimalisasi pendaya- gunaan kelembagaan ekonomi desa (UED-SP, CPPD, Pasar Desa dan BUMDes) didukung dengan pengembangan sistem informasi desa;

j.
Pengembangan investasi didukung infrastruktur dan iklim usaha yang kondusif serta optimalisasi pelayanan perijinan one stop services atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

3. Peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  perluasan  cakupan layanan sosial dasar, dengan fokus :

a.
Pembangunan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan; peningkatan akses dan pemerataan pendidikan termasuk bagi warga miskin, PMKS termasuk penyandang disabilitas; peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah  melalui  lembaga  non  formal;  pengembangan  kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja; peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja; memperkuat peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah; peningkatan budaya baca masyarakat dan layanan perpustakaan; serta pembangunan mental dan karakter dalam kurikulum;

b. 
Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat miskin;   pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;   perbaikan gizi masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan peran swasta serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan, sertifikasi dan penguatan kompetensi; serta optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

c.
Peningkatan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;

d. Pelestarian dan pengembangan seni budaya Jawa dalam kehidupan bermasyarakat, serta pelestarian cagar budaya;

e.
Pembangunan bidang sosial melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS di dalam maupun di luar panti;

f.
Pengembangan   pembangunan   kepemudaan   dan   keolahragaan melalui upaya peningkatan kualitas, jiwa kewirausahaan dan peran serta pemuda dalam pembangunan; serta pengembangan olah raga prestasi dan olah raga pendidikan/rekreasi;

4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah, difokuskan pada :

a.
Penanganan  infrastruktur  jalan  dan  jembatan  terutama  untuk menciptakan
jalan  dan  jembatan  kewenangan  provinsi  bebas lubang
sepanjang   tahun   melalui   peningkatan   struktur   dan pelebaran jalan pada jalan dengan MST <8 ton dan pada jalan dengan lebar < 6 meter (terutama pada jalur antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternatif, akses kawasan pariwisata, jalur perbatasan dan penghubung Pantura-Pansela), peningkatkan kualitas rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan upaya peningkatan peran serta masyarakat di dalamnya;
peningkatan  koordinasi   penyelesaian  pembangunan jalan  dan  jembatan  nasional  dan  kabupaten/kota  (di antaranya jalan Tol Bawen-Solo, Solo-Kertosono, Pejagan-Semarang, under- pass Jatingaleh Kota Semarang, fly over Palur, JJLS, lingkar Pekalongan, relokasi ruas Ciregol Brebes, dan lingkar luar Kota Semarang);

b.  Peningkatan pengendalian banjir terutama di wilayah sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal; fasilitasi upaya penaganan banjir/rob di Pantura dan Kota Semarang secara komprehensif; dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

c.
Peningkatan  pelayanan  angkutan  umum  melalui  fasilitasi  dan dukungan
pengembangan BRT Kota Semarang / Aglomerasi Kedungsepur,  Kota  Surakarta / Aglomerasi  Subosukawonosraten, dan intermoda darat di Terminal Mangkang, optimalisasi Terminal Tipe B, pelaksanaan transportasi perdesaan, dan pengadaan serta penyiapan operasional kapal ASDP;

d. 
Peningkatan keselamatan di jalan raya melalui peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan peningkatan peran serta masyarakat;

e.
Peningkatan  koordinasi  percepatan  penyelesaian  pengembangan bandara terutama di Bandara Internasional Ahmad Yani Kota Semarang, Bandara Dewandaru Karimunjawa Kabupaten Jepara, Bandara Wirasaba Kabupaten Purbalingga, pelabuhan Tanjung Emas, dan  Pelabuhan  Kendal,  serta  Pelabuhan  Karimunjawa Jepara;

f.
Peningkatan fasilitasi dan dukungan penyelesaian reaktivasi rel KA menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang, Kedungjati – Tuntang – Ambarawa – Secang - Magelang, peningkatan perlintasan  sebidang  menjadi  tidak  sebidang, dan peluang investasi provinsi dalam perkeretaapian,     serta pengembangan angkutan barang ke arah basis rel dan laut;

g.  
Dukungan    pengembangan dan pembangunan infrastruktur kabupaten/kota;

h. 
Optimalisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam sistem informasi infrastruktur; 

i.  Pengembangan infrastruktur energi dalam rangka mewujudkan kedaulatan  energi  melalui  pemanfaatan  energi  alternatif/energi baru terbarukan berbasis potensi lokal dan konservasi energi guna peningkatan bauran energi serta meningkatkan jangkauan jaringan listrik perdesaan;

j.
Peningkatan kemampuan inovasi dan dan penerapan Iptek melalui peningkatan interaksi dan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi, lembaga penelitian, praktisi dan dunia usaha; serta pengembangan klaster inovasi dan pengetahuan sebagai centre of excellence;

5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, dengan fokus :

a.
Peningkatan  penanganan  lahan  kritis  melalui  rahabilitasi  hutan dan lahan, dengan   melibatkan   peranserta   aktif   masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan;

b.  
Penanganan  kerusakan  wilayah  pesisir  dan  laut  melalui penanaman mangrove dan terumbu karang buatan;

c.
Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan   kelembagaan   masyarakat   dan   penegakan hukum;

d.  Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;

e.
Peningkatan   konservasi   sungai,   waduk   dan   danau   untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;

f.
Pengendalian  pemanfaatan  ruang  utamanya  terkait  pencegahan alih fungsi lahan produktif;

g.
Peningkatan       kapasitas       manajemen       pencegahan       dan penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi paska bencana;
6. 
Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah, dengan fokus :

a.
Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan kelembagaan;

b. 
Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan; optimalisasi ruang partisipasi publik; penerapan janji layanan terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan
transparansi berbasis teknologi informasi; percepatan penerapan SPM;

c.
Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,  kapabel,  berkinerja  tinggi,  sejahtera  diikuti  dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;

d. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-government ;

e.  Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

f.   Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;

g.  Optimalisasi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah;

h. Revitalisasi budaya gotong royong dan handarbeni dalam penciptaan kondusivitas wilayah;

i.
 Memelihara harmonisasi kehidupan masyarakat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menerapkan ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari;

j.
 Mewujudkan nilai-nilai demokrasi melalui pendekatan partisipatif untuk membentuk masayarakat madani.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2016  merupakan  upaya  guna  mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2016 yaitu :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 – 6,6%;

b. Laju inflasi sebesar 4,5 ± 1%;

c.  PDRB per kapita sebesar Rp. 7,75 juta;

d. Indeks Gini sebesar 0,344 dan Indeks Williamson sebesar 0,7000;

e.  Persentase penduduk miskin sebesar 8,60 – 8,35%;

f.  Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) sebesar 75,12;

g. Indeks   Pembangunan   Gender   (IPG)   sebesar   68,81   dan   Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 70,99; dan

h. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,66 – 4,43%.
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Gambar 4.2

Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2016
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b. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis , serta kebijakan dan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 ditujukan untuk “Perwujudan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pengembangan Daya Saing Agribisnis dan UMKM serta Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah yang Menunjang Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat“.

Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tahun 2016 tersebut ditetapkan arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas tahun 2016, meliputi :
1. 
Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, untuk mendukung efisiensi dan efektifitas birokrasi yang semakin produktif
2. 
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, memperkuat sistem preventif kesehatan masyarakat;
3. 
Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan dari kegiatan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan , peternakan dan pariwisata;
4. 
Memperkuat UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
5. 
Meningkatkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan;
6. 
Mengembangkan sektor-sektor unggulan perdesaan berbasis sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang;
7. 
Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur yang mendukung Pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata
8. 
Meningkatkan sinergisme program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 tersebut dijabarkan dalam fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, untuk mendukung efisiensi dan efektifitas birokrasi yang semakin produktif;
1) Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan kelembagaan;

2) Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan; optimalisasi ruang partisipasi publik, penerapan janji pelayanan terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi;;

3) Pengembangan sumber daya aparatur yang terintegrasi, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;

4) Peningkatan efektifitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju e-government;

5) Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

6) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa

7) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah;

8) Optimalisasi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, memperkuat sistem preventif kesehatan masyarakat;
1) Pembangunan Pendidikan melalui penerapan pendidikan karakter sejak dini, peningkatan ketersediaan dan kualitas saran prasarana pendidikan; peningkatan akses dan pemerataan pendidikan termasuk bagi warga miskin; peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik; perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan kebutuhan khusus yang belum tertangani serta putus sekolah melalui lembaga non formal; pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja; peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja; peningkatan budaya baca masyarakat; serta pembangunan mental dan karakter dalam kurikulum;

2) Pembangunan Kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat miskin; pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; perbaikan gizi masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan peran swasta  serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan; sertifikasi dan penguatan kompetensi; optimalisai pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

3. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan dari kegiatan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan , peternakan dan pariwisata;

1) Peningkatan produktifitas pertanian dalam arti luas melalui optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan mordernisasi alat mesin pertanian; peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani; peningkatan kinerja layanan jaringan irigasi, irigasi partisipasif, jalan usaha tani dan ketersediaan air baku; peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; peningkatan aksessibilitas petani terhadap teknologi, sumber – sumber pembiayaan, informasi dan akses pasar; revitalisasii lahan non produktif; pengendalian alih fungsi lahan pertanian ;
2) Peningkatan produksi dan produntifitas perikanan melalui peningkatan akses dan sarana prasarana produksi perikanan; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM serta penguatan kelembagaan nelayan; penerapan teknologi tepat guna dan alat tangkap ramah lingkungan; peningkatan daya saing produk perikanan dengan penerapan sertifikasi hasil tangkapan; pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis potensi perikanan lokal;

3) Pengembangan daya tarik wisata melalui : pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya lokal, peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder pariwisata dalam pembangunan industri wisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM  pariwisata,  pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata dan peningkatan kinerja sektor pariwisata.

4. Memperkuat UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;

1) Peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk UMKM sesuai dengan potensi lokal didukung dengan penerapan inovasi, kreativitas dan teknologi tepat guna; perluasan akses terhadap modal dan jangkauan pemasaran; perlindungan terhadap produk KUMKM; peningkatan kapasitas SDM KUMKM; penguatan kelembagaan KUMKM

2) Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan klaster industri; peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi ; peningkatan SDM industri; perluasan akses permodalan dan jejaring pasar;
5. Meningkatkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan;

1) Peningkatan kemampuan inovasi dan penerapan Iptek melalui interaksi dan pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi, lembaga peneliti, praktisi dan dunia usaha, pengembangan klaster inovasi dan pengetahuan secara centre of excellence;
2) Peningkatan diversifikasi produk pertanian, perikanan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk – produk yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri dalam rangka peningkatan daya saing daerah;

3) Pengembangan peran UMKM terutama yang berorientasi eksport, melalui pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong daya saing UMKM; 

4) Pengembangan investasi didukung infrastruktur dan iklim usaha yang kondusif serta optimalisasi pelayanan perijinan one stop services;

5) Peningkatan kerjasama dan kemitraan perdagangan.
6. Mengembangkan sektor-sektor unggulan perdesaan berbasis sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang;

1) Peningkatan kapasitas perekonomian desa melalui pendayagunaan sumber daya desa serta penguatan dan optimalisasi pendayagunaan kelembagaan ekonomi desa (UED-SP, CPPD, Pasar desa, dan BUMDes) didukung dengan pengembangan sistem informasi desa;

2) Peningkatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat;

3) Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengolahan usaha pertanian dan perikanan;

4) Peningkatan diversivikasi keanekaragaman produk pangan dan distribusi pangan

5) Peningkatan keanekaragaman produk dan distribusi pangan;

6) Peningkatan kualitas manajemen, teknologi dan pemasaran pertanian;

7) Peningkatan pemasaran dan fasilitasi pengolahan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan

8) Peningkatan kualitas kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah daerah pada sektor pertanian;

7. Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur yang mendukung Pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata.

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan (jalur antar pusat – pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternative, akses kawasan pariwisata, jalur perbatasan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Tetangga); mendukung pengembangan bandara; jaringan rel Kereta Api serta teknologi informasi dan telekomunikasi;

2) Peningkatan keselamatan jalan melalui pengembangan sistem transportasi massal dan antar moda, transportasi perdesaan dan perintis, pengembangan ASDP serta peningkatan sarana prasarana keselamatan perhubungan;

3) Peningkatan infrastruktur sosial dasar melalui pembangunan rumah layak huni, sanitasi, (limbah air, dan drainase) dan air minum, sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktivitas perekonomian;

4) Peningkatan infrastruktur energi melalui peningkatan jangkauan jaringan listrik perdesaan;

5) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitas dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis (Terminal, penangan sarana prasarana sumber daya air, waduk/embung, Kereta Api, Bandara Udara dan ASDP) dan dukungan pengembangan infrastruktrur lintas Desa;

6) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

7) Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;

8) Peningkatan konservasi sungai dan waduk untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air;

9) Pengendalian  pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih lahan produktif;

10) Mendorong pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan pengembangan dan pembangunan PLTS dan PLTMH;

11) Peningkatan tanggap darurat dan rehabilitasi – rekontruksi pasca bencana.
8. Meningkatkan sinergisme program pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

1) Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan provinsi dan pusat;

2) Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendididkan, kesehatan, hunian layak, air bersih, sanitasi serta penyediaan bantuan dan jaminan sosial;

3) Peningkatan kerjasama yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

4) Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi produktif keluarga dan pengembangan kewirausahaan;

5) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi daerah;

6) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial;

7) Peningkatan kapasitas dan ketrampilan calon tenaga kerja melalui penyusunan standar baku lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi calon naker, peningkatan jumlah dan kapasitas asesor kompetensi dan optimalisasi BLK; 

8) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tujuan, arah kebijakan , prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2016   yaitu :

· Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,18 %
· Laju Inflansi sebesar 5,00 +/- 1%

· PDRB per Kapita sebesar

· Indeks Gini sebesar 0,470% dan indeks Williamson sebesar 0,0102%.

· Prosentase Penduduk miskin sebesar 18,18%

· Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,80%

· Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6.00%
Gambar 4.3

Konsistensi Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas,

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2016
	NO.
	ISU STRATEGIS
	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2016
	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016
	PRIORITAS NASIONAL 2016 (SURAT MENDAGRI 050/1854/SJ)
	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)

	1.
	Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
	Meningkatkan sinergisme program pengentasan kemiskinan dan pengangguran (Prioritas Kab No. 8)
	Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan ((Prioritas Provinsi No. 1)
	Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antardesa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antarwilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah (Prioritas Provinsi No. 3)
	Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman (Nawa Cita No. 1)

	
	
	
	
	
	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis (Nawa Cita No. 2)

	12
	Belum terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan
	
	
	
	Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (Nawa Cita No. 4)

	
	
	
	
	
	 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan. (Nawa Cita No. 9)

	2
	Masih kurangnya pemerataan keterjangkauan, ketersediaan, mutu  dan relevansi  Pendidikan;
	Meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan, dan pelayanan kesehatan, memperkuat sistim preventif kesehatan masyarakat (Prioritas Kab No. 2)


	Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperluas cakupan layanan sosial dasar (Prioritas Provinsi No. 3)
	Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara (Prioritas Nas No. 1)
	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawa Cita No. 5)

	3
	Belum optimalnya  akses, pemerataan, mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana, dan perlindungan sosial;


	
	
	
	Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional (Nawa Cita No. 8)

	4
	Belum optimalnya iklim investas I dan investasi;
	Meningkatkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan (Prioritas Kab No. 5)
	
	
	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Nawa Cita No. 7)

	11
	Pemenuhan kebutuhan energi belum merata; 
	Mengembangkan sektor-sektor unggulan perdesaan berbasis sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang (Prioritas Kab No. 6)


	
	
	

	NO.
	ISU STRATEGIS
	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2016
	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016
	PRIORITAS NASIONAL 2016 (SURAT MENDAGRI 050/1854/SJ)
	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)

	5
	Rendahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata

	Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan dari kegiatan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan , peternakan dan pariwisata (Prioritas Kab No. 3)


	Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah (Prioritas Provinsi No. 2)
	Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk , peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera (Prioritas Nas No. 2)
	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawa Cita No. 3)

	7
	Belum optimalnya produktifitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas. 

	
	
	
	

	6
	Rendahnya daya saing produk lokal Koperasi, IKM dan UMKM. 

	Memperkuat UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran (Prioritas Kab No. 4)


	
	
	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (Nawa Cita No. 6)

	NO.
	ISU STRATEGIS
	PRIORITAS KABUPATEN BANYUMAS 2016
	PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016
	PRIORITAS NASIONAL 2016 (SURAT MENDAGRI 050/1854/SJ)
	PRIORITAS NASIONAL (NAWA CITA)

	8
	Kurangnya  ketersediaan infrastruktur daerah untuk menunjang perkembangan wilayah
	Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur yang mendukung Pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata (Prioritas Kab No. 7)
	Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah (Prioritas Provinsi No. 4)
	Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubugan baik dibidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pengan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dab distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi (Prioritas Provinsi No. 4)
	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (Nawa Cita No. 6)

	9


	Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, serta tingginya potensi bencana alam.

	
	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana (Prioritas Provinsi No.5)
	
	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Nawa Cita No. 7)

	10
	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik 
	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, untuk mendukung efisiensi dan efektifitas birokrasi yang semakin produktif (Prioritas Kab No. 1)
	Meningkatkan pelayanan publik penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah (Prioritas Provinsi No. 6)
	Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing (Prioritas Nas No. 5)
	Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman (Nawa Cita No. 1)

	
	
	
	
	
	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis (Nawa Cita No. 2)

	
	
	
	
	
	Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (Nawa Cita No. 4)

	
	
	
	
	
	 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan. (Nawa Cita No. 9)


Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan tahun 2016, maka upaya pencapaian kemudian dijabarkan secara lebih ssitematik melalui perumusan Rencana Prioritas Daerah Tahun 2016 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran , dapat dirasakan langsung oleh masyarakat , dapat dilihat pada table dibawah ini :

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2016

	No
	Misi, Urusan dan Program Prioritas
	Kinerja

Indikator
	Target
	SKPD

	1.

 

 
 

 

 

 

 
	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovasif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	Urusan Perencanaan Pembangunan :
· Program Pengembangan Data/Informasi.
· Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
 

	 
	 
	 

	
	
	1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
	1
	BAPPEDA

	
	
	2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
	1
	 

	
	
	3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP
	1
	 

	
	
	4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)


	100
	 

	
	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil :
	 
	 
	 

	
	· Program Penataan Administrasi Kependudukan.
 

 

 

 
	1. Prosentase penduduk ber KTP
	80,66
	DINDUK CAPIL 

	
	
	2. Prosentase bayi berakte kelahiran
	71,00
	

	
	
	3. Rasio pasangan berakte nikah
	0,83
	

	
	
	4. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten
	Sudah
	

	
	
	5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK


	Sudah
	

	
	Urusan Statistik :
	 
	 
	 

	
	· Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
 

 

 

 

 

 
	1. Buku ”Kabupaten Dalam Angka” (Dokumen)
	1
	BAPPEDA

	
	
	2. Buku ”PDRB Kabupaten” (Dokumen)
	1
	 

	
	
	3. Buku "Indeks Harga konsumen Tribulanan" (Dokumen)
	1
	 

	
	
	4. Buku "Kecamatan Dalam Angka" (Dokumen)
	27
	 

	
	
	5. Buku "Nilai Tukar Petani" (Dokumen)
	1
	 

	
	
	6. Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusian (ASPM) (Dokumen)
	1
	 

	
	
	7. Buku Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)  (Dokumen)


	1
	SETDA

	
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan, Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian.
	 
	 
	 

	 
	· Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
· Program Peningkatan Akuntabilitas, Tranparansi Berbasis Teknologi.
· Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
· Program Peningkatan  dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
· Penataan Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 
· Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
· Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
· Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

	1. Pertumbuhan Ekonomi
	6,18
	SEMUA SKPD

	
	· 
	2. Pertumbuhan PDRB
	     6,29 
	

	
	· 
	3. Laju inflasi kabupaten 
	5,00
	

	
	· 
	4. PDRB per kapita ADHB (Rp. 000) 
	8.959.852 
	

	
	· 
	5. PDRB per kapita ADHK (Rp. 000)
	3.670.212
	

	
	· 
	6. Pengeluaran per kapita (jutaan rupiah)
	660,35
	

	
	· 
	7. Nilai Tukar Petani /NTP (%)
	107,57
	

	
	· 
	8. Indeks Gini
	0,470
	

	
	· 
	9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	74,80
	

	
	· 
	10. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 
	0,0102
	

	
	· 
	11. Angka Kemiskinan (%)
	18,06
	

	
	· 
	12. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (sistem)
	1
	 BPMPP

	 
	
	13. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)
	90
	SETDA

	 
	
	14. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
	2
	 

	 
	
	15. Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca
	Ada
	 DPPKAD

	 
	
	16. Jumlah Pegawai Pemda yang mengikuti diklat (orang)
	520
	 BKD

	 
	
	17. Jumlah Pegawai Pemda yang lulus diklat (orang)
	520
	 

	 
	
	18. Rasio pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM
	93
	 

	 
	
	19. Prosentase PNS lulusan S1
	70
	 

	 
	
	20. Jumlah pegawai
	15.000
	 

	
	
	21. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (unit)


	17
	DPPKAD

	 
	Urusan Urusan Kearsipan
	 
	 
	 

	 
	· Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
	1. Pengelolaan arsip secara baku (%)
	90
	PERPUS ARDA

	 
	· Program Penyelamatan Data Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

	2. Peningkatan SDM  pengelola kearsipan


	450
	 

	 
	Urusan Perpustakaan :
	
	
	

	
	· Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	1. Jumlah perpustakaan
	1.003
	PERPUS ARDA 

 

	 
	
	2. Perpustakaan Daerah (buah)
	1
	

	 
	
	3. Perpustakaan Keliling (buah)
	5
	

	 
	
	4. Perpustakaan Sekolah (buah)
	815
	 

	 
	
	5. Perpustakaan Desa (buah)
	94
	 

	 

 

 

 
	
	6. Perpustakaan Rumah Ibadah (buah)
	4
	 

 

 

 

	
	
	7. Taman Bacaan Masyarakat (buah)
	71
	

	
	
	8. Perguruan Tinggi
	13
	

	
	
	9. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)
	52.000
	

	 
	
	10. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (orang)
	52.762
	 

	 
	
	11. Jumlah peminjam buku perpustakaan pertahun (orang)
	29.000
	 

	 

 

 
	
	12. Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah (orang)


	1.734
	 

	
	Urusan Ketransmigrasian
	 
	 
	 

	
	· Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

	1. Jumlah Transmigran  (KK)
	30
	DINSOSNA KERTRANS

	2.

 

 
	Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.


	 

 
	 

 
	 

	
	Urusan Pendidikan :
· Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
· Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun.
· Program Pendidikan Menengah.
· Program Pendidikan Non Formal.
· Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
· Program Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan.
· Program Pendidikan Luar Biasa  
 

 

 
	 
	 
	 

	
	
	1. Angka melek huruf (%)
	94,58
	DINDIK

	 
	
	2. Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)
	7,92
	 

	 
	
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) :
	 
	 

	 
	
	· APK PAUD/TK (%)
	79,71
	 

	 
	
	· APK SD/MI (%)
	108,52
	 

	 
	
	· APK SMP/MTs/Paket B (%)
	98,22
	 

	 
	
	· APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)
	       77,75
	 

	 
	
	4. Angka Partisipasi Murni:
	 
	 

	 
	
	· Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A (%)
	93,61
	 

	 
	
	· Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B (%)
	78,19
	 

	 
	
	· Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/ Paket C (%)
	54,30
	 

	 
	
	5. Angka Partisipasi Sekolah (%):
	 
	 

	 
	
	· Pendidikan Dasar
	110,97
	 

	 
	
	· Pendidikan Menengah
	96,40
	 

	 
	
	6. Fasilitas Pendidikan :
	 
	 

	 
	
	· Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)
	71,15
	 

	 
	
	· Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)
	98
	 

	 
	
	· Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)
	95,64
	 

	 
	
	7. Angka Putus Sekolah (%) :
	 
	 

	 
	
	· Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
	0,00
	 

	 
	
	· Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
	0,28
	 

	 
	
	· Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
	         0,93
	 

	 
	
	8. Angka  Melanjutkan  (%):
	 
	 

	 
	
	· Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
	100
	 

	 

 

 

 
	
	· Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
	        91,16
	 

 

 

 

	
	
	· Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
	83,44
	

	
	
	9. Angka Kelulusan (%) :
	 
	

	
	
	· AL SD/MI
	100
	

	 
	
	· AL SMP/MTs
	93,63
	 

	 

 

 

 

 

 

 
	
	· AL SMA/SMK/MA


	100
	 

	
	Urusan Kesehatan :
	 
	 
	 

	
	· Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
· Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
· Program Pengawasan Obat dan Makanan.
· Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
· Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
· Program Pengembangan Lingkungan Sehat
· Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
· Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya.
· Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata.
· Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
· Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
 

  
	1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
	80
	DINKES

	
	
	2. Angka kelangsungan hidup bayi
	93
	 

	
	
	3. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
	7,40
	 

	
	
	4. Angka Harapan Hidup (tahun)
	70,06
	 

	
	
	5. Persentase balita gizi buruk (%)
	0,12
	 

	 
	
	6. Prevalensi gizi kurang (%)
	8,30
	 

	 
	
	7. Prevalensi gizi lebih (%)
	0,60
	 

	 
	
	8. Rasio Posyandu per satuan Balita :
	 
	 

	 
	
	* Posyandu Pratama
	5,80
	 

	 
	
	* Posyandu Madya
	29,60
	 

	 
	
	* Posyandu Purnama
	47,80
	 

	 
	
	* Posyandu Mandiri
	16,80
	 

	 
	
	9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan Penduduk :
	 
	 

	 
	
	· Rasio Puskesmas persatuan Penduduk
	144,4
	 

	 
	
	· Rasio Poliklinik persatuan Penduduk
	0,44
	 

	 
	
	· Rasio Pustu persatuan Penduduk
	144,4
	 

	 
	
	· Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk
	0,09
	 

	 
	
	· Rasio Dokter persatuan Penduduk
	0,11
	 

	 
	
	· Dokter Spesialis
	0,16
	 

	 
	
	· Dokter Gigi
	0,02
	 

	 
	
	· Rasio Tenaga Paramedis persatuan Penduduk
	         0,84
	 

	 
	
	· Perawat
	0,79
	 

	 
	
	· Bidan
	         0,45
	 

	 
	
	· Kefarmasian
	0.08
	 

	 
	
	· Nutrisionis
	0,04
	 

	 
	 
	10. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
	100
	 

	 
	 
	11. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
	100
	 

	 
	 
	12. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
	100
	 

	 
	 
	13. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
	100
	 

	 
	 
	14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
	70
	 

	 
	 
	15. Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD (%)
	100
	 

	 
	 
	16. Cakupan kunjungan bayi (%)
	100
	 

	 
	 
	17. Cakupan Puskesmas
	144,4
	 

	 
	
	18. Cakupan Puskesmas Pembantu


	144,4
	 

	3.
	Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.

	 
	 
	 

	 
	a. Urusan Pertanian :
	 
	 
	 

	 

	· Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 
· Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
· Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
· Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
· Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.
· Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
· Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
· Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
· Program Pengembangan Agribisnis.
· Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.
 
	1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar :
	 
	DINPERTANBUNHUT

	 
	
	· Produktivitas padi (ton/ha)
	6,16
	 

	 
	
	· Produktivitas padi sawah (ton/ha)
	6,14
	 

	 
	
	· Produktivitas padi gogo (ton/ha)
	4,40
	 

	 
	
	· Produktivitas jagung (ton/ha)
	7,70
	 

	 
	
	· Produktivitas kedelai (ton/ha)
	1,37
	 

	 
	
	2. Produksi Hortikultura :
	 
	 

	 
	
	· Durian (kuintal)
	32.870
	 

	 
	
	· Pisang (kuintal)
	189.000
	 

	 
	
	· Cabe Merah (kuintal)
	9.715
	 

	 
	
	3. Produksi Tanaman Perkebunan :
	 
	 

	 
	
	· Cengkeh (ton)
	322,95
	 

	 
	
	· Kelapa Dalam (ton)
	13.092,41
	 

	 
	
	· Kelapa Deres (ton)
	54.114,56
	 

	 
	
	· Cakupan bina kelompok tani
	41,78
	 

	 
	
	· Jumlah Produksi Peternakan
	 
	 

	 
	
	· Daging
	15.358.842
	 

	 
	
	· Telur
	16.479.708
	 

	 
	
	· Susu
	2.492.108
	 

	
	
	4. Nilai Tukar Petani


	107,57
	BAPPEDA

	 
	Urusan Kelautan dan Perikanan 
	 
	 
	 

	 

 

 

 

 

 

 

 

 
	· Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
· Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi     Perikanan.
· Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.

	1. Produksi perikanan (ton)
	8.593,61
	DINNAKKAN

	
	
	2. Konsumsi Ikan (kg/Kpt/th.)
	13,75
	 

	
	
	3. Penebaran Ikan di perairan umum  (ekor/th.)
	400.000
	 

	
	Urusan Pariwisata
	
	 
	 

	
	· Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
	1. Jumlah Kunjungan wisata (orang)


	1.150.000 

 
	DINPORA BUDPAR

	
	· Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
	
	
	 

	
	· Program Pengembangan Kemitraan.
	
	
	 

	
	· Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
	
	
	 



	
	· Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
	
	
	 

	
	· Program Pengembangan Kemitraan.

	
	
	 

	
	Urusan Perindustrian
	
	
	

	
	· Program Pengembangan Industri Kecil Menengah. 

· Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi. 

· Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

· Program peningkatan kemampuan teknologi industri.


	Pertumbuhan Industri
	1.522
	DINPERIN DAGKOP

	
	
	Cakupan bina kelompok pengrajin
	622
	

	 
	Urusan Perdagangan
	
	 
	 

	 
	· Program Pelindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 
	1. Ekspor Bersih Perdagangan (ribu US $)
	19.800.000
	DINPERIN DAGKOP

	 
	· Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
	2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

 
	1.254

 

 
	 

	 
	· Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan.
	
	
	 

	 
	· Program Efisiensi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
	
	
	 

	 
	· Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport.
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	 
	Urusan Ketenagakerjaan
	 
	 
	 

	 
	· Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
· Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
· Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
 
	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	6,0
	DINSOSNA KERTRANS

	
	· 
	2. Angka partisipasi angkatan kerja
	800.690
	

	 
	
	3. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
	0,54
	 

	 
	
	4. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
	0
	 

	 
	
	5. Pencari kerja yang ditempatkan
	62.53
	 

	 
	
	6. Keselamatan dan perlindungan

 
	68.21

 
	 

	 
	 
	
	
	 

	 
	Urusan Kehutanan
	
	 
	 

	 
	· Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
	1. Luas hutan kritis dan lahan kritis (ha)
	5.770
	DINPERTANBUNHUT

	 
	· Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 
	2. Luas Areal Hutan Rakyat (ha)

 
	21.292

 

 

 
	 

	 
	· Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
	
	
	 

	 

 

 

 

 
	· Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	Urusan Pertanahan
	
	 
	 

	
	· Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
· Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 

	1. Persentase luas lahan bersertifikat  (%)
	83,58
	SETDA

	
	· 
	2. Penyelesaian izin lokasi (izin)
	5
	 BPMPP

	 
	Urusan Ketahanan Pangan
	
	 
	 

	 
	· Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
· Program Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
· Program Pemberdayaan Petani melalui Demonstrasi serta Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan 
 

 

 

 
	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)
	88
	BAPELUH KP

	 
	
	2. Penguatan cadangan pangan (%)
	65
	 

	 
	
	3. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal (%)
	92
	 

	 
	
	4. Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)
	92
	 

	 
	
	5. Skor pola pangan harapan (%)
	87
	 

	 
	
	6. Pengawasan dan pembinaan pangan (%)
	65
	 

	 
	
	7. Penanganan daerah rawan pangan (%)
	60

 
	 

	4.
	Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.


	 

 
	 

 
	 

	 
	Urusan Penanaman Modal
	 
	 
	 

	 
	· Program Peningkatan  Promosi dan Kerjasama Investasi.
· Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
· Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
· Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
	1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
	580
	BPMPP

	 
	· 
	2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (000)
	240.000
	 

	
	· 
	3. Rasio daya serap tenaga kerja (%)
	11
	

	 
	· 
	4. Lama proses perijinan (hari) 
	14
	

	 
	 


	
	
	 

	 
	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	 
	 
	 

	 
	· Program Penciptaan Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
· Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
· Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 
· Program Peningk Kualitas Kelembagaan Koperasi.
	1. Persentase koperasi aktif
	72
	DINPERIN DAGKOP

 

	 
	
	2. Usaha Mikro dan Kecil

 
	582.515

 

 

 
	

	 
	
	
	
	 

	 

 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	5.

 

 
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastrutur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.


	 
	 
	 

	
	Urusan Lingkungan Hidup
· Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH.
· Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
· Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.
· Program Perlindungandan Konservasi Sumber Daya Alam.
	1. Penegakan hukum lingkungan (%)
	100
	BLH 

	
	
	2. Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)
	100
	 

	 
	
	3. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
	67
	 

	 
	
	4. Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (dokumen)
	400
	 

	 
	
	5. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan /tanah untuk produksi biomasa (%)
	15
	 

	 
	
	6. Cakupan penghijauan wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan lahan kritis (Ha)
	32
	 

	 
	
	7. Pertambangan tanpa ijin (%)
	10
	ESDM

	 
	
	8. Pemanfaatan Air Tanah (%)
	32,3
	 

	 
	
	9. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)
	87,5
	 

	 
	
	10. Rasio Penerangan Jalan Umum (%)
	61,5
	 

	 
	
	11. Pengelolaan kerusakan lingkungan pasca tambang(%)
	25
	 

	 
	
	12. Pemanfaatan energi baru terbarukan (unit)
	875
	 

	 
	
	13. Penanganan mitigasi bencana geologi (%)
	58,4
	 

	 
	
	14. Penertiban distribusi BBM dan gas (agen)
	550
	 

	 
	
	15. Pemahaman masyarakat terhadap usaha panas bumi (%)


	80
 
	 

	 
	Urusan Pekerjaan Umum
	 
	 
	 

	 
	· Program pembangunan Jalan dan Jembatan. 
· Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
· Program Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
· Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.
· Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
· Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
· Program Pengendalian Banjir.
· Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 
· Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
	64,82
	 SDABM

	 
	· 
	2. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 km/Jam) (%)
	68,71
	 

	 
	· 
	3. Rasio Jaringan Irigasi
	37,69
	 

	 
	· 
	4. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
	73,14
	 

	
	· 
	5. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
	3,21
	

	
	· 
	6. Persentase penanganan sampah
	14,34
	

	 
	· 
	7. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
	0,55
	 

	 
	· 
	8. Persentase Penduduk berakses air minum
	58,24
	 

	
	· 
	9. Persentase Luas pemukiman yang tertata
	7,48
	

	 
	Urusan Perumahan
	 
	 
	 

	 
	· Program Lingkungan Sehat Perumahan.
· Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

	1. Persentase rumah tinggal bersanitasi
	40,57
	 DCKKTR

	 
	
	2. Prosentase rumah layak huni
	88,06
	 

	 
	
	3. Rumah tangga pengguna air bersih (%)
	56,73
	 

	
	
	4. Rumah tangga ber-Sanitasi (%)
	40,57
	

	 
	
	5. Lingkungan pemukiman kumuh (%)
	6,59
	 

	 

 

 

 

 

 
	
	6. Rumah tangga pengguna listrik (%)


	87,50
	ESDM

	
	Urusan Perhubungan
	 
	 
	 

	
	· Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan.
· Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
· Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
· Program Peningkatan  dan Pengamanan Lalu Lintas.

	1. Rasio ijin trayek
	0,064
	DINHUB KOMINFO

 

 

 

	
	
	2. Jumlah Terminal Bis (buah)
	5
	

	
	
	3. Kepemilikan KIR angkutan umum (buah)
	3.125
	

	
	Urusan Komunikasi dan  Informatika
	 
	 
	 

	
	· Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
· Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

	1. Web site milik pemerintah daerah (buah)
	38
	 

	
	
	2. Pameran/expo (kegiatan)
	2
	

	 
	
	3. Jumlah jaringan komunikasi
	13
	 

	6.
	Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan.

	 
	 
	 

	 
	Urusan Penataan Ruang
	 
	 
	 

	 
	· Program Perencanaan Tata Ruang.
· Program Pemanfaatan Tata Ruang.
· Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
· Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
· Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian  ke Lahan Non Pertanian.
	1. Prosentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
	13,40
	DCKKTR 

	 
	
	2. Bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)
	27
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	 
	 
	 

	 
	· Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender.
· Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
· Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
· Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
	48
	BAPERMAS PKB

	 

 

 

 
	
	2. Menurunnya Rasio KDRT
	0,01
	 

	
	
	3. Partisipasi angkatan kerja perempuan
	63
	 

	
	
	4. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
	100
	 

	
	
	5. Persentase perempuan di lembaga legislatif
	30
	 

	
	
	6. Menurunnya Rasio kekerasan terhadap anak
	40
	 

	 
	
	7. Rata-rata Jumlah anak per keluarga (anak)


	2,20
	 

	 
	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	
	
	 

	 
	· Program Keluarga Berencana.
· Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
· Program Pelayanan Kontrasepsi.
· Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.
· Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat.
· Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
	1. Rasio akseptor KB
	74
	BAPERMAS PKB

	 
	
	2. Cakupan peserta KB aktif (%)
	74/322.000
	

	 
	
	3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
	180.000
	 

	 
	
	4. 
	
	 

	 
	
	5. 
	
	 

	 
	
	6. 
	
	 

	 
	
	7. 
	
	 

	 
	
	8. 
	
	 

	
	
	9. 
	
	

	 
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	
	 
	 

	
	· Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

· Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

· Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 
	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)  (%)
	37,33
	BAPERMAS PKB

	
	
	2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  (kelompok)
	123
	

	
	
	3. Jumlah LSM
	118
	

	
	
	4. LPM  Berprestasi  (%)
	1,20
	

	
	
	5. PKK aktif  (%)
	68,82
	

	
	
	6. Posyandu aktif  (%)
	100
	

	 
	
	7. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Juta rupiah)
	1286
	 

	 
	
	8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)
	57,14
	 

	 

 

 
	Urusan Sosial
	 
	 
	 

	
	· Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
· Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
· Program Pembinaan Anak Terlantar.
· Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma.
· Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
· Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial,
· Program Pemberdayaan Kelemb. Kesejahteraan Sosial.
	1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
	16
	DINSOSNA KERTRANS

	
	
	
	
	 

	7.
	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa.  

	 
	 
	 

	 
	Urusan Kebudayaan
	 
	 
	 

	 
	· Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
	1. Jumlah grup kesenian (grup)
	1480
	DINPORA BUDPAR

	 
	· Program Pengembangan Nilai Budaya.
	2. Jumlah gedung kesenian (unit)
	3
	 

	 
	· Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
	3. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	7
	 

	 
	· Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
 

 

 
	4. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)
	70
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 

	 
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	 
	 
	 

	 
	· Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. 
· Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.
· Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
· Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Pemuda.
· Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
· Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
· Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.
· Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

	1. Lapangan olahraga
	625
	DINPORA BUDPAR

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	
	2. Peningkatan Prestasi Olahraga :
	 
	

	 
	
	· Tingkat Provinsi (emas)
	125
	

	 
	
	· Tingkat Nasional (emas)
	16
	

	 
	
	· Tingkat Internasional (emas)
	5
	

	 
	
	3. Peningkatan Prestasi Kepemudaan:
	 
	

	 
	
	· Tingkat Provinsi (prestasi)
	5
	

	 
	
	· Tingkat Nasional (prestasi)
	3
	

	 
	
	· Tingkat Internasional (prestasi)
	1
	

	 
	
	4. 
	
	

	
	
	
	
	

	
	Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri :
· Program Pendidikan Politik Masyarakat
· Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.
· Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
· Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.
· Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
· Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
· Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
· Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
· Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri 

· Program Pendidikan Politik Masyarakat

· Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

· Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

· Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.

· Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

· Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

· Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

· Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.


	1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
	42
	KESBANG POL

 

	
	
	2. Kegiatan pembinaan politik daerah
	90
	

	
	
	3. Penegakan PERDA (%)
	85
	SATPOL PP

 

 

	
	
	4. Angka kriminalitas yang tertangani
	153
	

	
	
	5. Menurunnya Jumlah Unjuk Rasa  (kasus)
	36
	

	
	
	6. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
	1,26
	

	
	
	7. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
	65
	

	
	
	8. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
	6,4
	

	
	
	9. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
	100
	

	
	
	10. Tingkat  waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
	90
	

	
	
	11. Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik
	100
	 BPBD

	
	
	12. Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana
	4
	


Dalam rangka mendukung tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016, maka ditetapkan kebutuhan pendanaan secara indikatif pada tiap prioritas pembangunan daerah, yang meliputi belanja langsung (termasuk BLUD dan Eks BAU), sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4

Pagu Indikatif pada Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016
	 
	Prioritas Daerah
	No Urusan /  Bidang / Program
	Program
	Jumlah Kegiatan
	Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	

	1
	Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah, untuk mendukung efisiensi dan efektifitas birokrasi yang semakin produktif (Prioritas Kab No. 1)
	0
	 
	Urusan Semua SKPD
	 
	 

	
	
	 
	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	571
	62,136,920,917

	
	
	 
	2
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	461
	107,377,904,235

	
	
	 
	3
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	56
	2,721,922,250

	
	
	 
	4
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	51
	13,223,311,250

	
	
	 
	5
	Program peningkatan disiplin aparatur
	2
	500,000,000

	
	
	6
	 
	Bidang Perencanaan Pembangunan
	 
	 

	
	
	 
	55
	Program perencanaan pembangunan ekonomi
	5
	1,009,340,885

	
	
	 
	56
	Program perencanaan sosial budaya
	5
	1,068,163,220

	
	
	 
	57
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
	4
	4,500,000,000

	
	
	 
	58
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
	3
	1,237,107,953

	
	
	 
	59
	Program Pengembangan data/informasi
	2
	300,000,000

	
	
	 
	60
	Program perencanaan pembangunan daerah
	2
	450,000,000

	
	
	 
	61
	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
	1
	300,000,000

	
	
	 
	62
	Program Kerjasama Pembangunan
	1
	150,000,000

	
	
	 
	63
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
	1
	200,000,000

	
	
	10
	 
	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
	 
	 

	
	
	 
	75
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	12
	3,621,000,000

	
	
	20
	 
	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	 
	 

	
	
	 
	123
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	80
	37,792,143,331

	
	
	 
	124
	Program Peningkatan Pelayanan Publik
	78
	9,703,260,810

	
	
	 
	125
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	14
	5,125,000,000

	
	
	 
	126
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	6
	15,490,539,712

	
	
	 
	127
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	6
	1,740,000,000

	
	
	 
	128
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	5
	2,647,764,920

	
	
	 
	129
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
	3
	300,000,000

	
	
	 
	130
	Program legislasi daerah
	3
	300,000,000

	
	
	25
	 
	Bidang Komunikasi dan Informatika
	 
	 

	
	
	 
	140
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	8
	9,350,000,000

	
	
	 
	141
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	4
	525,000,000

	
	
	 
	142
	Program kerjasama Informasi dengan Media Massa
	3
	215,000,000

	
	
	 
	143
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
	1
	250,000,000

	
	
	24
	 
	Bidang Kearsipan
	 
	 

	
	
	 
	138
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
	8
	540,000,000

	
	
	 
	139
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
	3
	215,000,000

	
	
	19
	 
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	 
	 

	
	
	 
	114
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
	12
	5,300,000,000

	
	
	 
	115
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
	6
	855,000,000

	
	
	 
	116
	Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum
	6
	1,747,897,500

	
	
	 
	117
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	5
	2,902,065,000

	
	
	 
	118
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
	5
	735,000,000

	
	
	 
	119
	Program pengembangan wawasan kebangsaan
	4
	650,000,000

	
	
	 
	120
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
	2
	430,000,000

	
	
	 
	121
	Program pendidikan politik masyarakat
	2
	1,050,000,000

	
	
	 
	122
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
	2
	1,339,282,500

	2
	Meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan, dan pelayanan kesehatan, memperkuat sistim preventif kesehatan masyarakat (Prioritas Kab No. 2)
	1
	 
	Bidang Pendidikan
	 
	 

	
	
	 
	6
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	100
	79,177,924,500

	
	
	 
	7
	Program Pendidikan Menengah
	52
	33,116,478,500

	
	
	 
	8
	Program Pendidikan Non Formal
	36
	9,331,792,000

	
	
	 
	9
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	19
	18,571,200,000

	
	
	 
	10
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	18
	3,527,000,000

	
	
	 
	11
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	8
	3,800,000,000

	
	
	 
	12
	Program Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan
	3
	700,000,000

	
	
	 
	13
	Program Pendidikan Luar Biasa
	1
	200,000,000

	
	
	 
	14
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
	1
	50,000,000

	
	
	 
	15
	Program Pendidikan Berkelanjutan
	1
	100,000,000

	
	
	2
	 
	Bidang Kesehatan
	 
	 

	
	
	 
	16
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	46
	85,251,534,000

	
	
	 
	17
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
	12
	90,778,983,000

	
	
	 
	18
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
	8
	67,084,092,000

	
	
	 
	19
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	3
	2,100,000,000

	
	
	 
	20
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	3
	8,600,000,000

	
	
	 
	21
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	2
	35,250,000,000

	
	
	 
	22
	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD
	2
	177,000,000,000

	
	
	 
	23
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
	2
	850,000,000

	
	
	 
	24
	Pendukung Pelayanan Kesehatan
	2
	425,000,000

	
	
	 
	25
	Manajemen dan Kebijakan kesehatan
	1
	200,000,000

	
	
	 
	26
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	1
	2,675,000,000

	
	
	 
	27
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	1
	750,000,000

	
	
	 
	28
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
	1
	300,000,000

	
	
	 
	29
	Pencegahan Penyakit Tidak Menular
	1
	200,000,000

	
	
	 
	30
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	1
	300,000,000

	
	
	12
	 
	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	 
	 

	
	
	 
	79
	Program Keluarga Berencana
	4
	2,221,962,120

	
	
	 
	80
	Program pelayanan kontrasepsi
	4
	835,000,000

	
	
	 
	81
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
	1
	50,000,000

	
	
	 
	82
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
	1
	100,000,000

	
	
	 
	83
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
	1
	50,000,000

	
	
	 
	84
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
	1
	50,000,000

	
	
	 
	85
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
	1
	100,000,000

	
	
	 
	86
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
	1
	100,000,000

	
	
	 
	87
	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB
	1
	150,000,000

	
	
	 
	88
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
	1
	50,000,000

	
	
	 
	89
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
	1
	50,000,000

	
	
	17
	 
	Bidang Kebudayaan
	 
	 

	
	
	 
	105
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	9
	3,635,000,000

	
	
	 
	106
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	6
	4,986,000,000

	
	
	 
	107
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	2
	300,000,000

	
	
	18
	 
	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
	 
	 

	
	
	 
	108
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
	5
	7,200,000,000

	
	
	 
	109
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	5
	1,225,000,000

	
	
	 
	110
	Program peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan
	2
	2,420,000,000

	
	
	 
	111
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
	2
	1,500,000,000

	
	
	 
	112
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
	2
	325,000,000

	
	
	 
	113
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
	1
	50,000,000

	
	
	26
	 
	Bidang Perpustakaan
	 
	 

	
	
	 
	144
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	11
	905,000,000

	7
	Meningkatkan pemerataan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur yang mendukung Pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata (Prioritas Kab No. 7)
	3
	 
	Bidang Pekerjaan Umum
	 
	 

	
	
	 
	31
	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
	190
	390,735,048,520

	
	
	 
	32
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	76
	39,745,410,000

	
	
	 
	33
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
	66
	34,652,204,000

	
	
	 
	34
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	61
	96,397,000,000

	
	
	 
	35
	Program Pembangunan turap/talud/brojong
	59
	23,217,053,500

	
	
	 
	36
	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
	52
	25,563,244,500

	
	
	 
	37
	Program Penyediaan Fasilitas Umum
	45
	38,537,200,000

	
	
	 
	38
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
	18
	14,750,000,000

	
	
	 
	39
	Program pengendalian banjir
	11
	2,870,280,000

	
	
	 
	40
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	10
	10,139,069,825

	
	
	 
	41
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
	10
	73,885,500,000

	
	
	 
	42
	Program penyediaan dan pengolahan air baku
	5
	2,590,000,000

	
	
	 
	43
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
	4
	3,150,000,000

	
	
	 
	44
	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
	3
	4,000,000,000

	
	
	 
	45
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
	3
	1,500,000,000

	
	
	 
	46
	Program Inspeksi Kondisi Sumber Daya Air
	2
	200,000,000

	
	
	 
	47
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	2
	                            -   

	
	
	 
	48
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
	1
	250,000,000

	
	
	 
	49
	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
	1
	200,000,000

	
	
	4
	 
	Bidang Perumahan
	 
	 

	
	
	 
	50
	Program Lingkungan Sehat Perumahan
	26
	1,557,000,000

	
	
	 
	51
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
	5
	6,080,000,000

	
	
	 
	52
	Program Pengembangan Perumahan
	4
	915,000,000

	
	
	5
	 
	Bidang Penataan Ruang
	 
	 

	
	
	 
	53
	Program Pemanfaatan Ruang
	22
	16,700,000,000

	
	
	 
	54
	Program Perencanaan Tata Ruang
	10
	1,300,000,000

	
	
	7
	 
	Bidang  Perhubungan
	 
	 

	
	
	 
	64
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	8
	11,025,000,000

	
	
	 
	65
	Program peningkatan pelayanan angkutan
	5
	5,750,000,000

	
	
	 
	66
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	5
	2,300,000,000

	
	
	 
	67
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
	1
	100,000,000

	
	
	8
	 
	Bidang Lingkungan Hidup
	 
	 

	
	
	 
	68
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	27
	20,758,268,000

	
	
	 
	69
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	10
	3,200,000,000

	
	
	 
	70
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	6
	575,000,000

	
	
	 
	71
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	5
	550,000,000

	
	
	 
	72
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
	1
	                            -   

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	73
	Program Pengendalian kebakaran hutan
	1
	                            -   

	
	
	3
	 
	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
	 
	 

	
	
	 
	159
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
	22
	12,728,500,000

	
	
	 
	160
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Air Tanah
	7
	2,500,000,000

	
	
	 
	161
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
	6
	705,000,000

	
	
	 
	162
	Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral
	4
	650,000,000

	
	
	 
	163
	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
	2
	110,000,000

	
	
	 
	164
	Program Pengembangan Potensi Panas Bumi
	1
	75,000,000

	
	
	 
	165
	Program Pengembangan Minyak dan Gas
	1
	150,000,000

	
	
	9
	 
	Bidang Pertanahan
	 
	 

	
	
	 
	74
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
	4
	62,250,000,000

	8
	Meningkatkan sinergisme program pengentasan kemiskinan dan pengangguran (Prioritas Kab No. 8)
	11
	 
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	 
	 

	
	
	 
	76
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	6
	552,500,000

	
	
	 
	77
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	5
	525,000,000

	
	
	 
	78
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
	1
	250,000,000

	
	
	13
	 
	Bidang Sosial
	 
	 

	
	
	 
	90
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	20
	1,855,000,000

	
	
	 
	91
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	13
	1,480,000,000

	
	
	 
	92
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	7
	700,000,000

	
	
	 
	93
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
	2
	165,000,000

	
	
	 
	94
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
	1
	75,000,000

	
	
	14
	 
	Bidang Ketenagakerjaan
	 
	 

	
	
	 
	95
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	9
	3,252,000,000

	
	
	 
	96
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	8
	785,000,000

	
	
	 
	97
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	6
	530,000,000

	
	
	22
	 
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	 
	 

	
	
	 
	132
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	4
	860,963,090

	
	
	 
	133
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	3
	750,000,000

	
	
	 
	134
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
	3
	440,000,000

	
	
	 
	135
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
	3
	450,000,000

	
	
	 
	136
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
	1
	800,000,000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	137
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
	2
	150,000,000

	
	
	8
	 
	Urusan Ketransmigrasian
	 
	 

	
	
	 
	179
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
	2
	175,000,000

	4
	Memperkuat UMKM terutama akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran (Prioritas Kab No. 4)
	15
	 
	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	 
	 

	
	
	 
	98
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
	6
	3,225,000,000

	
	
	 
	99
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	5
	1,497,000,000

	
	
	 
	100
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	3
	375,000,000

	
	
	6
	 
	Urusan Perdagangan
	 
	 

	
	
	 
	172
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri dan Luar Negri
	12
	65,875,000,000

	
	
	 
	173
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	5
	475,000,000

	
	
	 
	174
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
	1
	200,000,000

	5
	Meningkatkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan (Prioritas Kab No. 5)
	16
	 
	Bidang Penanaman Modal Daerah
	 
	 

	
	
	 
	101
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	4
	605,000,000

	
	
	 
	102
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	2
	700,000,000

	
	
	 
	103
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	2
	150,000,000

	
	
	 
	104
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
	1
	100,000,000

	
	
	7
	 
	Urusan Industri
	 
	 

	
	
	 
	175
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	7
	1,840,000,000

	
	
	 
	176
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	4
	238,380,000

	
	
	 
	177
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
	2
	3,040,000,000

	
	
	 
	178
	Program Penataan Struktur Industri
	2
	580,000,000

	3
	Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan dari kegiatan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan , peternakan dan pariwisata (Prioritas Kab No. 3)
	1
	 
	Urusan Pertanian
	 
	 

	
	
	 
	145
	Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan
	56
	40,259,760,000

	
	
	 
	146
	Program peningkatan produksi hasil peternakan
	15
	4,577,000,000

	
	
	 
	147
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
	10
	5,250,000,000

	
	
	 
	148
	Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
	8
	3,520,000,000

	
	
	 
	149
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	8
	3,800,000,000

	
	
	 
	150
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
	5
	170,000,000

	
	
	 
	151
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
	4
	400,000,000

	
	
	 
	152
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
	2
	400,000,000

	
	
	 
	153
	Program Pemberdayaan Petani melalui Demonstrasi serta Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan
	2
	350,000,000

	
	
	 
	154
	Program Penyusunan dan Penyebarluasan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
	1
	100,000,000

	
	
	 
	155
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten, Kecamatan dan Desa
	1
	2,970,000,000

	
	
	2
	 
	Urusan Kehutanan
	 
	 

	
	
	 
	156
	Program rehabilitasi hutan dan lahan
	7
	3,182,270,000

	
	
	 
	157
	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
	3
	400,000,000

	
	
	 
	158
	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
	2
	100,000,000

	
	
	21
	 
	Bidang Ketahanan Pangan
	 
	 

	
	
	 
	131
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
	14
	2,475,000,000

	
	
	4
	 
	Urusan Pariwisata
	 
	 

	
	
	 
	166
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	6
	20,750,000,000

	
	
	 
	167
	Program Pengembangan Kemitraan
	5
	575,000,000

	
	
	 
	168
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	4
	1,300,000,000

	
	
	5
	 
	Urusan Kelautan dan Perikanan
	 
	 

	
	
	 
	169
	Program pengembangan budidaya perikanan
	10
	462,500,000

	
	
	 
	170
	Program pengembangan kawasan budidaya air tawar
	7
	350,000,000

	
	
	 
	171
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
	1
	75,000,000

	TOTAL
	2955
	2,041,163,742,038


4.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Banyumas

A. Gambaran Wilayah Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah di bagian selatan barat yang terletak pada posisi strategis, yaitu berada pada persimpangan perhubungan lintas regional yaitu dari Jawa Barat (Bandung) pada lintas selatan menuju arah timur (Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya) atau sebaliknya dan dari Jawa Barat (Cirebon) pada lintas utara melewati Kota Slawi (ibu kota Kabupaten Tegal) menuju Cilacap, wilayah tengah Pegunungan Dieng dan Semarang maupun ke Yogyakarta atau sebaliknya.

Mengacu pada kondisi lokasi strategis serta beberapa kajian potensi alamiah maka Kabupaten Banyumas dalam kerangka pengembangan nasional maupun pengembangan regional Jawa Tengah ditetapkan dengan arahan pengembangan wilayah sebagai berikut :

1. Dalam kerangka pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu pusat pengembangan wilayah (disebut dengan kawasan Purwokerto dan sekitarnya) dengan pusat pengembangan di Kota Purwokerto (ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah/PKW di Provinsi Jawa Tengah) dengan wilayah pelayanan meliputi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, dan kota-kota ibukota kecamatan di Kabupaten Banyumas seperti Banyumas, Sokaraja, Ajibarang, Sumpiuh, Wangon dan sebagainya.

Penetapan wilayah ini bertitik tolak dari kondisi:

a. Fungsi Kota Purwokerto sebagai daerah yang memegang peranan penting di bagian barat daya Jawa Tengah serta keberadaan fasilitas yang berskala nasional seperti perguruan tinggi, kawasan pariwisata Baturraden, dan menjadi titik penting pertumbuhan wilayah serta perhubungan transportasi Jakarta - Surabaya melalui wilayah selatan.

b. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki sektor unggulan meliputi sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan industri, serta merupakan wilayah  kerjasama strategis Provinsi Jawa Tengah BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen).

2. Dalam kerangka pengembangan regional Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas merupakan wilayah prioritas dengan arah pengembangan sebagai berikut:

a. Kawasan kerjasama strategis dalam Provinsi Jawa Tengah, yaitu kawasan Purwokerto dan sekitarnya sebagai kawasan yang merupakan daerah basis pertanian.
b. Kawasan prioritas pengembangan wilayah perbatasan antar provinsi, yaitu kawasan Pancimas (Pangandaran, Cilacap, dan Banyumas) antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
c. Kawasan konservasi ekologis dan perlindungan terhadap bencana alam, yaitu kawasan penanganan banjir dan tanah longsor Jawa Tengah Bagian Selatan.
B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, maka pengembangan Kabupaten Banyumas memperhatikan  pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis wilayah Kabupaten Banyumas.

Pola ruang wilayah Kabupaten Banyumas adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Banyumas yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi kawasan lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi kawasan budidaya.
1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung seluas kurang lebih 9.121  (sembilan ribu seratus dua puluh satu) hektar meliputi 14 kecamatan yaitu Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang.
Kawasan lindung terdiri atas:

a. Kawasan hutan lindung.

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air.
c. kawasan perlindungan setempat; terdiri atas kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas kurang lebih 5.421 (lima ribu empat ratus dua puluh satu) hektar. 

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kebun raya; berupa Kebun Raya Baturaden di Kecamatan Baturaden dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Karanglewas, Perkotaan Purwokerto dan Kecamatan Sumbang.

e. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana angin topan. 

f. Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan imbuhan air meliputi Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya, dan Cekungan Air Tanah Cilacap dan kawasan rawan bencana geologi berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi di sekitar Gunung Slamet.

g. Kawasan lindung lainnya terdiri atas: kawasan lindung plasma nutfah di Kecamatan Baturaden dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat meliputi Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyumas.
2. Kawasan Budidaya 
Kawasan budidaya terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :
· Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 13.949 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar meliputi 17 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.

· Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 5.592 (lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi 10 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.

b. Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat meliputi 15 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
c. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 36.616 (tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas) hektar tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas.Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas beberapa kawasan yaitu:

· Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah seluas kurang lebih 32.310 (tiga puluh dua ribu tiga ratus sepuluh) hektar dan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 13.623 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh tiga) hektar; 
· Kawasan peruntukan hortikultura yang dikembangkan secara terpadu dengan memanfaatkan lahan kering potensial tanaman hortikultura tersebar di wilayah Kabupaten; 

· Kawasan peruntukan perkebunan; dan
· Kawasan peruntukan peternakanterdiri atas ternak besar yaitu  meliputi ternak Sapi Potong dan Sapi Perah, ternak Kerbau dan ternak Kuda,  ternak kecil meliputi ternak Kambing, Domba dan ternak Babi, unggas  meliputi ternak Ayam Ras, ternak Ayam Bukan Ras dan ternak Itik, sedangkan aneka ternak meliputi ternak Puyuh dan ternak Kelinci.
d. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas budidaya perikanan seluas kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hektar dengan komoditas unggulan berupa Ikan Gurame dan Ikan Lele, pengolahan perikanan dan pemasaran hasil perikanan.

e. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta kawasan pertambangan panas bumi yang direncanakan pada wilayah kerja pertambangan panas bumi seluas kurang lebih 15.490 (lima belas ribu empat ratus sembilan puluh) hektar. 

f. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan, wisata belanja dan kuliner yang dikembangkan sebagai lokasi wisata yangmenjajakan makanan dan buah tangan khas Banyumas, serta kawasan wisata budaya.

g. Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan menengah serta industri kecil dan mikro. Industri besar dan menengah seluas kurang lebih 580 (lima ratus delapan puluh) hektar meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Ajibarang. Industri besar dan menengah dapat dikembangkan di luar kecamatan dengan kriteria industri yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Industri kecil dan mikro ada di setiap kecamatan, dan dapat dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan syarat tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

h. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan perkotaan dan perdesaan. Kawasan perkotaan memiliki fungsi utama berupa pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, perdagangan, dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perkotaan adalah untuk melengkapi kawasan yang tumbuh menjadi kawasan perkotaan baru dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan untuk melengkapi kawasan perkotaan dengan RTH dan/atau taman kota sesuai perundang-undangan, sedangkan pengaturan izin lokasi untuk pengembang perumahan diarahkan ke kawasan yang mulai tumbuh dengan penanganan yang agregatif. Kawasan Perdesaanmemiliki fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan, meliputi kawasan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Kawasan perdesaan terletak diluar kawasan perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman yang diarahkan menyebar terutama pada simpul kegiatan (nodes), membuka hubungan pusat kegiatan dengan kantong permukiman perdesaan dan menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian berupa kerajinan, industri kecil, dan pariwisata.

i. Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi Instalasi Militer yaitu Korem 071 Wijayakusuma di Kecamatan Sokaraja, Kodim 0701/Banyumas di Kecamatan Purwokerto Barat dan Yonif 405 Suryakusuma di Kecamatan Wangon; Instalasi Militer Kodim 0701/ Banyumas meliputi Koramil 01-25 Kabupaten Banyumas; Kantor Polisi Resor (Polres) di Kecamatan Purwokerto Utara; danKantor Polisi Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan.

Struktur ruang Kabupaten Banyumas adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional di Kabupaten Banyumas. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas:
1. Sistem Pusat Kegiatan yang meliputi Sistem Perdesaan dan Sistem Perkotaan. 

Sistem Perdesaan terdiri atas Pusat Kegiatan Perdesaan dan Fungsi Pelayanan pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan fungsi pelayanan utama pendidikan dan perdagangan dan jasa yang melayani kegiatan skala antar desa. 

Sedangkan Sistem Perkotaan terdiri atas: 

a. Pusat Kegiatan meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Purwokerto, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, dan perkotaan Wangon dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi 19 perkotaan Kecamatan di Kabupaten Banyumas. 

b. Fungsi Pelayanan meliputi PKW Purwokerto dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan, PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan dan kesehatan di Kecamatan Banyumas, PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten, PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten, dan industri, PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri,  dan PPK dengan fungsi pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri atas sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi perkeretaapian, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:
a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas jaringan jalan (jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten, jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten dan jaringan jalan Kabupaten); jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan terminal barang; jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan pedesaan.
b. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage danpengembangan sarana penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage.
Sistem jaringan transportasi perkeretaapian terdiri atas:

c. Pengembangan prasarana kereta api meliputi pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto-Slawi, Purwokerto-Kutoarjo, dan Purwokerto-Wonosobo; pengembangan jalur ganda Cirebon-Kroya; pengembangan jalur ganda Kroya-Kutoarjo; dan penertiban perlintasan sebidang yang tidak resmi pada jalur ganda Cirebon- Kroya-Kutoarjo.

d. Pengembangan sarana kereta api berupa pengembangan stasiun kereta api melalui peningkatan stasiun eksisting di wilayah Kabupaten.

e. Peningkatan pelayanan kereta api meliputi peningkatan akses terhadap layanan kereta api danjaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:

a. Sistem jaringan prasarana energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi; jaringan transmisi tenaga listrik berupa pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo volt dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 (lima ratus) kilo volt; serta tenaga listrik yang terdiri dari pembangkit listrik dan gardu listrik.Pembangkit listrik terdiri dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi meliputi Kecamatan Baturaden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Karanglewas, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah tidak terjangkau sambungan jaringan listrik meliputi  Kecamatan Kebasen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Sumpiuh, serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro meliputi Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden dan Kecamatan Pekuncen. Sedangkan Gardu induk meliputi Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Purwokerto Selatan.

b. Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas pembangunan jaringan telepon kabel  diseluruh wilayah Kabupaten dan pembangunan jaringan telepon nirkabel meliputi pengembangan jaringan telepon nirkabel menjangkau wilayah terisolir, pembangunan menara telekomunikasi bersama dan pengembangan jaringan akses internet di seluruh wilayah Kabupaten.

c. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:

· 
sistem wilayah sungai meliputi pengelolaan Wilayah Sungai; peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); pembuatan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif; serta konservasi situ.

· 
sistem jaringan irigasi meliputi mengoptimalkan wilayah potensial pada daerah irigasi agar lebih fungsional, pengembangan dan pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder, pengembangan dan pembangunan sistem irigasi tersier oleh perkumpulan petani pemakai air.

· 
sistem pengelolaan air baku, meliputi pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku; pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum; pengembangan jaringan perpipaan air minum dalam memperluas jangkuan pelayanan; peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku; dan pengembangan bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana air minum terhadap wilayah yang belum terlayani
d. Jaringan prasarana wilayah lainnya, terdiri atas :

· 
sistem persampahan meliputi pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recyle (mendaur ulang), pengembangan tempat pemrosesan akhir  sampah meliputi Desa Kaliori di Kecamatan Kalibagor dan Desa Tipar Kidul di Kecamatan Ajibarang, Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis serta peningkatan prasarana pengelolaan persampahan.
· 
sistem jaringan air limbah, meliputi pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik on site maupun off site pada kawasan perkotaan, dan pengembangan IPAL untuk penanganan air buangan industri pada kawasan peruntukan industri.
· 
sistem jaringan drainase di kawasan perkotaan meliputi inventarisasi saluran yang berfungsi sebagai jaringan drainase, pembuatan rencana induk drainase di seluruh wilayah Kabupaten, penertiban dan perlindungan jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan dan pengembangan sumur resapan air hujan dan biopori di kawasan perkotaan.
· 
jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi meliputi jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi melalui  5 (lima) kecamatan, jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi yang tidak terkena bahaya banjir, jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi, ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi meliputi lapangan terbuka, sekolah, kantor-kantor pemerintah dan puskesmas.

· 
sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial, dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dan skala pelayanannya.
Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Banyumas terdiri atas:
1. Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan perkotaan Purwokerto dan sekitarnya.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan panas bumi Baturaden.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Kebun Raya Baturaden dan kawasan Gunung Slamet.

2. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :

· 
Kawasan perkotaan Purwokerto meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Kembaran, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Sokaraja dan sebagian Kecamatan Patikraja.
· 
Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon, dengan komoditas unggulan yang diprioritaskan untuk dikembangkan meliputi Padi Sawah, Kacang Panjang, Gula Kelapa, Ayam Kampung, Ayam Pedaging, dan Ikan Gurami di Kecamatan Cilongok; Jamur, Durian, Gula Kelapa, Sapi Potong, Ikan Tawes, Karper, Nilam, dan Nila di Kecamatan Ajibarang; Padi, Alpokat, Sawo, Jambu Biji, Kelapa Dalam, Kambing, Domba, Ayam Kampung, Ikan Tawes, Karper, dan Nila di Kecamatan Jatilawang; dan Jamur, Semangka, Sawo, Rambutan, Jambu Biji, Gula Kelapa, Sapi Potong, Ikan Tawes, Karper, dan Nila di Kecamatan Wangon.
· 
Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumpiuh,Kecamatan Ajibarang,  Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kemranjen danKecamatan Cilongok.
· 
Kawasan perbatasan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen danKecamatan Tambak.
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan Kota Lama Banyumas, kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Kecamatan Somagede dan kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan pariwisata Baturaden.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Gunung Slamet meliputi Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.
C. Strategi Pengembangan Wilayah 

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menyelaraskan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kabupaten Banyumas. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis melalui pilihan satu atau lebih strategi dan pada saat yang sama, suatu strategi yang dipilih dapat menjadi jalur penyelesaian masalah yang berkaitan denganlebih dari satu isu strategis. Sedangkan Arah Kebijakan dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan–kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.Strategi dan arah kebijakan pengembangan di tiap wilayah mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang berbasiskan perencanaan wilayah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah. Sesuai dengan arahan Presiden RI., strategi pembangunan juga mengacu pada paradigma pembangunan untuk semua (Development for All). Paradigma ini bertumpu pada 6 (enam) strategi dan arah kebijakan, salah satunya pada sektor infrastruktur, strategi pembangunan berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia yang menyebabkan pembangunan tidak sama untuk setiap wilayah. Dengan strategi ini, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah dan membangun keterkaitan antar wilayah yang solid termasuk mempercepat pembangunan jaringan listrik, penyediaan air bersih, serta pengembangan jaringan transportasi  dan jaringan komunikasi untuk memperlancar arus barang dan jasa, penduduk, modal dan informasi antarwilayah.
Strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun2013-2018 dikelompokan dalam 7 (tujuh) bagian berdasarkan pada penjabaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, pada sektor yang berkaitan dengan wilayah yaitu: Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah;
2. Meningkatan kualitas penyediaan perumahan dan pemukiman;
3. Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan;
4. Peningkatan ketersediaan perumahan layak huni;
5. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
6. Peningkatan pengawasan lingkungan hidup;
7. Optimalisasi pengelolaan SDA yang  mendukung pembangunan berkelajutan.
Dari ke 7 (tujuh) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan dan pengembangan jalan, jembatan dan jaringan irigasi;
2. Peningkatan pemerataan rehabilitasi/pemeliharan jalan/ jembatan dan jaringan irigasi perkotaan dan pedesaan;
3. Stimulasi  pembangunan danperbaikan jalan pedesaan;
4. Peningkatan fasilitas pengembangan perumahan dan pemukiman;
5. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum;
6. Peningkatan fasilitas penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan;
7. Peningkatan fasilitas dan pembangunan sarana prasarana sosial;
8. Peningkatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang informatif;
9. Pengendalian kelayakan angkutan;
10. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung;
11. Pengendalian kelayakan angkutan;
12. Peningkatan  pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung;
13. Pengembangan dan optimalisasi terminal;
14. Peningkatan fasilitas bantuan rumah layak huni;
15. Peningkatan  pengembangan manajemen persampahan;
16. Peningkatan  perlindungan konservasi dan rehabilitasi SDA LH;
17. Peningkatan akses masyarakat tehadap informasi SDA LH dan sarana pengembangan Lingkungan hidup;
18. Peningkatan pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan  lingkungan hidup;
19. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
20. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Strategi pembangunan daerah sektor pengembangan wilayah yang dirumuskan untuk mendukung upaya aktivitas dan peningkatan akses sosial ekonomi masyarakat adalah:

1. Peningkatan pembangunan dan pengembangan serta pemeretaan rehabilitasi/ pemeliharan jalan, jembatan dan jaringan irigasi;

2. Peningkatan fasilitas pengembangan perumahan dan pemukiman;

3. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum;

4. Peningkatan fasilitas penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan;

5. Peningkatan fasilitas dan pembangunan sarana prasarana ekonomi dan sosial;

6. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung;

7. Pengembangan dan optimalisasi terminal;

8. Peningkatan pengembangan manajemen persampahan;

9. Peningkatan perlindungan konservasi dan rehabilitasi SDA LH;

10. Peningkatan pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup;

11. Pengembangan Listrik Pedesaan dengan mengutamakan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

D. Strategi Pengembangan Sektor Unggulan
Strategi pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Banyumas yaitu melalui : 

1. Pembangunan pertanian agribisnis dengan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian;

2. Pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki multiplier efek terhadap sektor lainnya;

3. Meningkatkan daya saing produk pertanian dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan;

4. Peningkatan peran serta sektor agribisnis melalui inovasi terhadap produk-produk pertanian serta upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah/produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa dari negara lain;

5. Peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar  domestik, tetapi pasar internasional;

6. Pengembangan Desa Usaha Mandiri (perikanan, peternakan, perikanan, industri kecil dan lain-lain);

7. Pengembangan sentra melalui pendekatan One Village One Product (OPOV).
E. Strategi Pengurangan Kemiskinan

Dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan pada pasal 1 disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah pendudukan miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 

Upaya tersebut ditempuh dengan tiga jalur pembangunan yakni:
a. Meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi denganmemperbaiki iklim investasi untuk menarik investasi, pasar dan bisnis (pro growth); 
b. Menciptakan lapangan kerja termasuk didalamnya menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industri yang kondusif (pro job);

c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi tehadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar dan merevitalisasi sektor-sektor yang menjadi sumberdaya bagi meningkatkan kesejateraan masyarakat (pro poor).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (pro poor policy), dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;
Prosentase penduduk miskin tahun 2011-2014 di Kabupaten Banyumas, menunjukkan penurunan. Pada tahun 2011, prosentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas sebesar 21,11% , tahun 2012 prosentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas sebesar 19,44% dan tahun 2013 prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas menurun menjadi 18,44%, dan prediksi 2014 sebesar 17,56 %.
Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas tahun 2016 adalah : 

1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin melalui bea siswa miskin; 

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin melalui Jamkesda;

3. Peningkatan peran serta sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;

4. Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonimian dearah;

5. Pengembangan ekonomi berbaisi kerakyatan melalui UMKM;

6. Peningktan ketersediaaan dan kualitas infrastruktur sebagai penjunjang kesejahteraan mesyarakat, dengan meningkatnya kualitas sanitasi dan ketersediaan rumah layak huni;

7. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan bago masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan;

Sedangkan  arah kebijaakan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Peningkatan pemerataan pelayanaan pendidikan;

2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 

3. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;

4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;

5. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat;

6. Peningkatan diversifikasi keanekaragaman produk pangan dan distribusi pangan;

7. Peningkatan pertumbuhan UMKM dan koperasi;

8. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum;

9. Peningkatan fasilitas penyehatan lingkungan perumahan; 

10. Peningkatan fasilitasi bantuan rumah layak huni;

11. Peningkatan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan;

12. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;

13. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;

14. Peningkatan fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejehteraan Sosial (PMKS).
F. Strategi Pengurangan Pengangguran

Tenaga kerja  (man power) adalah unsur utama dalam proses produksi barang dan jasa serta mengatur sarana produksi untuk menghasilkan sesuatu. Tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Pembangunan dibidang ketenagakerjaan masih menghadapi kendala berkaitan dengan masalah pengangguran. Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyumas masih tergolong cukup besar walaupun cenderung menurun secara fluktuatif dari 7,37% pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,37% pada tahun 2014. Penanganan masalah pengangguran menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah pada tahun 2016.

Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya pengurangan angka pengangguran adalah :

1. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi; 

2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja;
4. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial;
5. Peningkatan perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan penggarap);
6. Pengembangan sektor UMKM berbasis potensi unggulan lokal;
7. Pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan.
Dari ke 7 (tujuh) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut : 

1. Pengembangan dan optimalisasi informasi bursa tenaga kerja (job fair);
2. Peningkatan kerjasama dalam penyiapan tenaga kerja siap pakai;
3. Pengembangan kelembagaan produktivitas;
4. Peningkatan kualitas prasarana dan pengelola Balai Latihan Kerja;
5. Peningkatan pelatihan ketrampilan masyarakat;
6. Pengembangan OVOP;
7. Pengembangan kewirausahaan;
8. Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis kepada UMKM berbasis potensi unggulan lokal;
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataaan;
10. Optimalisasi kelembagan ekonomi pedesaan;
11. Pengembangan Desa Usaha Mandiri.
4.4. Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Strategi Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia memegang peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sumber daya manusia menjadi aset penting dalam pembangunan. Pembangunan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pembangunan daerah. Sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas cukup besar, berdasarkan data Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2014 sebesar 1.985.779 jiwa yang terdiri dari 1.001.185 jiwa laki-laki (50,42 %), 984.594 jiwa perempuan (49,58 %).

Strategi pembangunan daerah yang dirumuskan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

1. Peningkatan  akses dan mutu layanan pendidikan ;

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;

4. Peningkatan layanan kebutuhan dasar masyarakat;

5. Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha.
Dari ke 5 (lima) strategi tersebut telah dirumuskan arah kebijakan sebagai            berikut : 

1. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;

2. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

4. Penanganan anak putus sekolah;

5. Peningkatan kesejahteraan pendidik;

6. Peningkatan jangkauan layanan pendidikan melalui pemberian Beasiswa bagi Siswa Tidak Mampu (Kartu Banyumas Pintar);

7. Peningkatan layanan pendidikan inklusi;

8. Peningkatanan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;

9. Peningkatan kualitas permukiman;

10. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan  kesehatan dasar dan rujukan;

11. Peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat miskin melalui Jamkesda (Kartu Banyumas Pintar);

12. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan;

13. Peningkatan layanan KB gratis bagi masyarakat;

14. Pengembangan informasi bursa kerja;
15. Peningkatan produktivitas masarakat.
b. Strategi Reformasi Birokrasi

Refomasi Birokrasi dimaknai sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma data tata  kelola pemerintahan, yang mengarah pada organisasi (kelembagaan), tatalaksana, SDM, pelayanan, akuntabilitas dan perundang undangan serta pola pikir. Perubahan memang harus selalu terjadi, karena dinamika suatu perjalanan kehidupan harus berbeda dari satu masa ke masa berikutnya. Perkembangan global, sains dan teknologi, turut memengaruhi perubahan dan perubahan yang diharapkan di sini bukan sekadar berubah, tetapi harus terencana.

Strategi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten di tahun 2016 antara lain :

1. Pengembangan PATEN;

2. Penguatan Kelembagaan TKPKD;

3. Pengembangan Sistem Perijinan untuk mendukung investasi;

4. Pengembangan Penyusunan Perencanaan  dengan berbasis IT;

5. Pengembangan  Sistem Informasi Keuangan Daerah;

6. Pengembangan Sistem informasi pelayanan publik;

7. Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

Arah kebijakan reformasi birokrasi :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pengembangan PATEN di Kecamatan;

2. Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pembentukan TKPK tigkat desa;

3. Pengembangan Perijinan Online;

4. Pengembangan penyusunan perencanaan SKPD dengan menggunakan E - Planning secara online; 

5. Pengembangan  Sistem Informasi Keuangan Daerah secara online;

6. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanaan Publik di SKPD;

7. Pengembangan Sumberdaya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan;

8. Peningkatan disiplin PNS;

9. Peningkatan kesejahteraan pegawai;

10. Pelimpahan kewenangan perijinan kepada kecamatan.
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